BAB V

KESIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan pembahasan permasalahan diatas maka dapat
disimpulkan bahwa :

1. Hakim mengatakan bahwa melihat kepada dalil Penggugat yang mengakui
jika Penggugat pernah membatalkan pembelian rumah melalui aplikasi
whatsapp kepada Tergugat dan hal tersebut ditindaklanjuti oleh Tergugat
dengan pengembalian uang muka Penggugat secara keseluruhan, maka
Majelis berpendapat jika pembatalan SPPR telah selesai dan tuntas karena
disetujui oleh kedua belah pihak dimana Tergugat telah mengembalikan
hak-hak Penggugat berupa uang muka atas permintaan pembatalan oleh
Penggugat sebelumnya dengan demikian tidak memiliki kekuatan hukum
lagi baik kepada Penggugat maupun Tergugat dan kedua belah pihak tidak
lagi mempunyai hak dan kewajiban. Penelitian ini menunjukan bahwa untuk
putusan yang dijatuhkan olen Hakim dalam perkara nomor
114/Pdt.G/2019/Pn.Ckr kurang tepat atau terdapat kesalahan formal dalam
menjatuhkan putusan kepada penggugat

2. Penulis berpendapat bahwa seharusnya Tergugat mendapatkan sanksi
berupa ganti rugi akibat wanprestasi sebagaimana telah diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata “Biaya ganti rugi yang boleh dituntut kreditur terdiri atas kerugian
yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya,

tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini”.
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Berdasarkan Pasal 1246 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata diperinci
kembali menjadi tiga macam vyaitu biaya,rugi dan bunga. Pembahasan
mengenai perkara ini penulis berpendapat bahwa tergugat sudah lalai
melaksanakan kesepakatan dengan penggugat maka akibatnya sesuai UU
No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal Pasal 45 ayat (1)
Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui
lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan
pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan
umum. Penulis juga beranggapan bahwa kreditur harus sebisa mungkin
membuktikan bahwa lawannya (debitur) tersebut telah melakukan
wanprestasi, bukan keadaan memaksa (overmacht). Begitu pula dengan
debitur, debitur harus meyakinkan hakim jika kesalahan bukan terletak
padanya dengan pembelaan seperti keadaan memaksa, menyatakan bahwa
kreditur telah melepaskan haknya, dan kelalaian kreditur. Salah satu hal
yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur
dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya.
Membolehkan adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-
undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada
dalam keadaan lalai. Wanprestasi pada umumnya adalah karena kesalahan
debitur, namun ada kalanya debitur yang dituduh lalai dapat membela
dirinya karena ia tidak sepenuhnya bersalah, atau dengan kata lain kesalahan

debitur tidak disebabkan sepenuhnya karena kesalahannya.
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